
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BLITAR

NoMoR : t8817 l+to.o4ol2o2o
TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TENTANG KODE E.TIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR MENJADI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Menimbang bahwa dengan telah seresainya pembahasan Rancangan
Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah tentang KodeEtik Dewan perwakilan Rarryat Daerah dan RancanganPeraturan Dewan perwakilan Rarryat Daerah tentang TataBeracara Badan Kehormatan Dewan perwakilan il"rqy"iDaerah sesuai amanat pasal 126 peraturan De,w€J...Pe.wakilan Ralryat Daerah Kota Btitar Nomor 1 Tahun 2o1gtentang Tata Tertib Dewan perwakilan Ra1ryat Daerah KotaBlitar maka dipandang perlu 

-menyetujui ditetapka"rry,Rancangan peraturan Dewan perwakilan Ralqyat Daerah
lerseb-ut-_ menjadi peraturan Dewan perwakiian R"ky;,Daerah Kota Blitar dengan Keputusan Dewan perwakilan
Ralryat Daerah Kota Blitar.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentangPembentukan peraturan 
_ perundang_undangan

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2ol1nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor- s2s4) sebagaiamana terah diubahdengan Undang-Undang'Nomor' ls rahun 2o.g tenfe^rgPerubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2oLltentang Pembentukan peraturln perundang-undangan
(Lembaran 

- 
Negara Republik Indonesia Tahun zt).tgNomor 183, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 639g);

{
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2OLS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undaqg
Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reprrhl,ilr
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OtZ tentang
Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OL7 Nomor Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 605TI;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2o1g tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 20 1g
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6L9Zl;
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Peraturan Presiden Nomor gr tahun 2ol4 tentang
Peraturan pelaksanaan undang-Undang Nomor 'r2
Tahun 2OlL tentang pembentukai peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 201stentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2o1s womor 20g6)sebagaimana telah diubah dengan peraturan Men$e,t,Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2O1g tentangPerubahan atas peraturan Menteri Daram rveleri Nomor8o rahun 2015 tentang pembentukan produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia tarrun 2olgNomor L57);

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahu n 2or1tentang Hak Keuangan dan Administratiini*pirr.., a".,Anggota DPRD Kota B_ritar (Lembaran Daerah Kota BlitarTahun 2OtT Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Britar Nomor 6 Tahun zoigtentang pembentukan produk Hrtrrrr-- Daerah(Lembaran Daerah Kota Blitar i"frrr, ZOf S Nomor 6);

Peraturan D'RD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 207g
ffi?jgn;1," 

rertib o.*"r- p.rwakilan R.b,;; Daerah

Hasil Rapat pimpinan D'RD Kota Blitar dan Rapat
fffilryr:"v"*"'h DPRD 

-xo,. 
Blitar p"d"-L,ggar 5

Hasil Permusyawaratan daram Rapat paripurna DpRDKota Blitar pada tanggal q.Iuni 2O2O.
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Memperhatikan : 1
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